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Aspek-aspek hukum dari kapal niaga sebagai alat pengangkutan meliputi perjanjian-perjanjian atau kontrak
antara pihak yang satu dengan lainnya. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian carter kapal niaga.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan meneliti draft perjanjian
carter kapal container dan dengan menggunakan metode lapangan yaitu melakukan wawancara dengan
pihak PT X Tbk dan pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimanakah hak dan kewajiban pencarter dan tercarter dalam
perjanjian carter kapal container pada PT X Tbk; bagaimanakah cara penyelesaian masalah yang terjadi
dalam perjanjian carter kapal container pada PT X Tbk. Inti dari kewajiban pemilik kapal (tercarter) adalah
untuk membuat kapal layak laut dan memperlengkapinya dengan alat perlengkapan yang baik. Sedangkan
yang menjadi haknya adalah mendapatkan pembayaran uang carter. Kewajiban pencarter adalah membayar
sgjumlah uang carter, dan pencarter berhak untuk menggunakan seluruh ruangan kapal yang diperuntukkan
untuk mengangkut container.

Masalah seaworthiness kapal sangat berkaitan erat dengan kepentingan pencarter untuk menjaga
keselamatan muatan yang diangkutnya. Apabila pemilik kapal lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk
membuat kapal layak laut, maka pencarter berhak atas sejumlah ganti kerugian akibat dari keadaan kapal
yang tidak layak laut. Salah satu penyebab keterlambatan pencarter untuk melakukan redelivery kapal di
pelabuhan yang telah disepakati dalam perjanjian adalah keadaan memaksa. Keadaan memaksaini
mengakibatkan pencarter maupun pemilik kapal tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian.
Kedua permasalahan ini diselesaikan oleh pencarter dan pemilik kapal dengan cara musyawarah dan
kekeluargaan dalam rangka untuk mencapai kesepakatan bersama. Jikatidak terdapat juga kata sepakat
maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di
Jakarta berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
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